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RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 
PENGADILAN NEGERI NAMLEA KELAS II  

 
 

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang 
pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya 
dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Namlea merupakan upaya 
Pengadilan Negeri Namlea untuk mewujudkan Pengadilan yang Bebas KKN, Akuntabilitas 
Tinggi, Kinerja yang Efektif dan Efisien serta Pelayanan kepada masyarakat yang prima dan 
berkualitas. 

Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Namlea dilakukan bersama-sama 
dan dilaksanakan secara terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak 
termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta di dalam 
pembangunan Zona Integritas khususnya dibidang pencegahan bidang korupsi dan 
peningkatan kualitas pelayanan publik. 

 
A. LATAR BELAKANG  

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 
2010-2025 menyebutkan bahwa pada tahun 2019 diharapkan dapat diwujudkan: 

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN. 
2. pelayanan publik yang semakin maju dan mampu bersaing secara global. 
3. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi makin baik. 
4. SDM aparatur semakin profesional. 
5. Pola pikir dan budaya kerja yang mencerminkan integritas yang makin tinggi. 

Dan pada tahun 2025 sebagai target jangka panjang akan terwujud tata pemerintahan yang 
baik dengan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan 
masyarakat dan abdi negara. 
Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja 
melalui upaya pembangunan Zona Integritas. 
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi 
pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi, birokrasi yang 
dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. 

B. DASAR HUKUM  
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di 
Lingkungan Instansi Pemerintahan. 
 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 
1. Rencana kerja pembangunan ini dimasksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan Negeri 

Namlea dalam membangun Zona Integritas Menuuju wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan  

2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembanguna Zona Integritas adalah memberikan 
keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM. 
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D. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT 

I. MANAJEMEN PERUBAHAN  
Indikator : 

a. Terbentuknya Tim Kerja  
Pembentukan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut: 

1. Pembentukan tim ditujukan untuk melakukan pembangunan zona integritas 
menuju WBK/WBBM; 

2. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme 
yang jelas. 

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, 
penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menju WBK/WBBM 
dilakukan dengan memperhatikan: 

1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM; 

2. Menetapkan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju 
WBK/WBBM memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan 
pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Namlea; 

3. Mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri 
Namlea. 

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri 
Namlea dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona intgeritas sesuai rencana kerja;  
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona 

integritas Pengadilan Negeri Namlea; 
3. Menindaklanjuti Hasil monitoring dan evaluasi Zona Integritas; 

d. Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal 
berikut :  

1. Menjadikan Hakim dan Pegawai sebagai role model; 
2. Agen perubahan telah ditetapkan; 
3. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di Pengadilan Negeri Namlea; 
4. Aparatur Pengadilan Negeri Namlea telah terlibat dalam pembangunan Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM. 
Target : 

1. Meningkatnya komitmen seluruh ASN Pengadilan Negeri Namlea Kelas II  dalam 
membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 

2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja Pengdilan Negeri Namlea 
sesuai dengan tujuan pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM; 

3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi 
terhadap perubahan. 

 
II. PENATAAN TATALAKSANA 

Indikator : 
a. Standar Operasional Prosedur (SOP)     

    Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang  

    seharusnya telah dilakukan, seperti : 
1. Prosedur operasional tetap menagcu kepada tugas dan fungsi Pengadilan  
    Negeri Namlea ; 
2. Prosedur operasional Pengadilan Negeri Namlea  tetap telah diterapkan; 
3. Prosedur operasional Pengadilan Negeri Namlea  telah dievaluasi; 

b. E-Office 
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya telah dilakukan, yaitu : 
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1. Sistem pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Namlea menggunakan 
teknologi informasi; 

2. Manajemen SDM menggunakan teknologi informasi; 
3. Pelayanan publik menggunakan teknologi informasi; 
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasional 

SDM dan pemberian layanan kepada publik telah dilakukan monitoring dan 
evaluasi  

c. Keterbukaan informasi publik pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu 
pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti : 

1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan di 
Pengadilan Negeri Namlea sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi 
publik. 

Target : 
1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan 

manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 
2. Meningkatnya efesiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona 

Integritas menuju WBK/WBBM; 
3. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM. 

 
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 

Indikator :  
a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan, seperti :  

1. Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil 
analisa beban kerja; 

2. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan 
pegawai yang telah disusun perjabatan; 

3. Pengadilan Negeri Namlea telah menerapkan monitoring dan evaluasi 
terhadap penempatan pegawai rekrutmen; 

b. Pola mutasi internal.  
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan, seperti : 

1. Dalam melakukan pengembangan karir pegawai, Telah dilakukan  mutasi 
pegawai internal antar jabatan, serta menetapkan kebijakan untuk proses 
pengusulan mutasi internal untuk disampaikan di forum Baperjakat; 

2. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan 
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. 

3. Pengadilan Negeri Namlea telah menerapkan monitoring dan evaluasi 
terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan 
kinerja satker.  

c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi.  
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan, seperti : 

1. Melakukan Training Need Analisis untuk pengembangan kompetensi. 
2. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai harus 

mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja kerja. 
3. Mengetahui presentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan 

standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan. 
4. Pegawai di Satker telah memperoleh kesempatan/ hak untuk mengikuti diklat 

pengembangan kompetensi lainnya. 
5. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, Satker telah melakukan 

upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dengan 
mengikutsertakan dalam pelatihan. 
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6. Pengadilan Negeri Namlea telah menerapkan monitoring dan evaluasi 
terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitanya dengan 
perbaikan kinerja. 

d. Penetapan kinerja individu.  
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan, seperti :  

1. Telah memiliki sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja 
Pengadilan Negeri Namlea; 

2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja 
individu level diatasnya; 

3. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik.  
4. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan untuk pemberian reward 

(pengembangan karir individu, penghargaan dan lain-lain). 
e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan.  

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan, seperti : 
1. Aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku telah dilaksanakan 

/diimplementasikan; 
f. Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Teknologi.  

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnyan dilakukan, seperti : 
1. Data informasi kepegawain Satker telah dimutakhirkan secara berkala. 
 

Target : 
1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur di Pengadilan 

Negeri Namlea; 
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur di 

Pengadilan Negeri Namlea; 
3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur di Pengadilan Negeri Namlea; 
4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM di Pengadilan Negeri Namlea; 
5. Meningkatnya profesionalisme SDM di Pengadilan Negeri Namlea. 
 

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS 
Indikator  

a. Keterlibatan Pimpinan 
Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang 
termasuk didalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri 
Namlea. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan 
memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, 
strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan, agar penjabaran dokumen 
perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan 
pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan intansi, 
sebagai berikut : 

1. Pengadilan Negeri Namlea telah melibatkan pimpinan langsung dalam 
penyusunan perencanaan; 

2. Pengadilan Negeri Namlea telah melibatkan secara langsung pimpinan pada 
saat menyusun penetapan kinerja; 

3. Pimpinan Pengadilan Negeri Namlea telah memantau pencapaian kinerja 
secara berkala; 
 
 
 

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 
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Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran 
kinerja dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan 
indikator dibawah ini : 

1. Pengadilan Negeri Namlea telah memiliki dokumen perencanaan kerja 
jangka pendek (Renja) tahunan, Renstra 5 (lima) tahunan; 

2. Membuat Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil; 
3. Membuat Indikator Kinerja utama yang terukur; 
4. Mewujudkan indikator kinerja yang SMART (Specifik, Measureable, 

Achievable, Relevant and Time); 
5. Menyusun Laporan Kinerja tepat waktu yang memuat informasi tentang 

kinerja; 
6. Memberikan informasi tentang kinerja. 
7. Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas 

kinerja. 
8. Melakukan Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang 

kompeten. 
 

Target : 
1. Meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Namlea; 
2. Meningkatkan akuntabilitas Pengadilan Negeri Namlea. 

 
V. PENGUATAN PENGAWASAN 

Indikator 
a. Pengedalian Gratifikasi 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengac pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan, seperti: 

1. Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan public campaign; 
2. Pengadilan Negeri Namlea telah mengimplementasikan pengendalian 

gratifikasi. 
b. Penarapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan: 

1. Pengadilan Negeri Namlea telah membangun lingkungan pengendalian; 
2. Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan penilaian resiko atas 

pelaksanaan kebijakan; 
3. Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan kegiatan pengendalian untuk 

meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi; 
4. Pengadilan Negeri Namlea telah menginformasikan dan 

mengkomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait; 
 

c. Pengaduan Masyarakat  
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan, seperti : 

1. Pengadilan Negeri Namlea telah mengimplementasikan kebijakan 
pengaduan masyarakat; 

2. Pengadilan Negeri Namlea telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil 
penanganan pengaduan masyarakat; 

3. Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan monitoring dan evaluasi atas 
penanganan pengaduan masyarakat; 

4. Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan monitoring dan evaluasi 
terhadap penanganan pengaduan masyarakat; 
 
 
 

d. Whistle Blowing System 
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Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan, seperti : 

1. Whistle Blowing System sudah diinternalisasi; 
2. Pengadilan Negeri Namlea telah menerapkan Whistle Blowing System; 
3. Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan evaluasi atas penerapan 

Whistle Blowing System; 
4. Pengadilan Negeri Namlea telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas 

penerapan Whistle Blowing System; 
 

e. Penanganan Benturan Kepentingan 
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan, seperti : 

1. Pengadilan Negeri Namlea telah mengidentifikasi benturan kepentingan 
dalam tugas dan fungsi utama; 

2. Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan sosialisasi atau internalisasi 
penanganan benturan kepentingan; 

3. Pengadilan Negeri Namlea telah mengimplementasikan penanganan 
benturan kepentingan; 

4. Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan evaluasi atas penanganan 
benturan kepentingan; 

5. Pengadilan Negeri Namlea telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas 
penanganan benturan kepentingan; 

 
Target  

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh 
Pengadilan Negeri Namlea; 

2. Meningkatakan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan 
Negeri Namlea; 

3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan di Pengadilan 
Negeri Namlea; 

4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada Pengadilan Negeri 
Namlea. 

 
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

Indikator 
a. Standar Pelayanan 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan, seperti : 

1. Pengadilan Negeri Namlea memiliki kebijakan standar pelayanan; 
2. Pengadilan Negeri Namlea telah memaklumatkan standar pelayanan; 
3. Pengadilan Negeri Namlea telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar 

pelayanan; 
4. Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan reviu dan perbaikan atas 

standar pelayanan dan SOP; 
b. Budaya Pelayanan Prima 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan, seperti : 

1.  Pengadilan Negeri Namlea melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya 
penerapan budaya pelayanan prima; 

2. Pengadilan Negeri Namlea telah membuat informasi tentang pelayanan yang 
mudah diakses diberbagai media; 

3. Pengadilan Negeri Namlea telah menerapkan sistem reward dan punishment 
bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima 
layanan apabila layanan yang diberikan tidak sesuai standar; 
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4. Pengadilan Negeri Namlea telah memiliki sarana layanan 
terpadu/terintegrasi; 

5. Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan inovasi pelayanan; 
c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan. 

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang 
seharusnya dilakukan, seperti : 

1. Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat 
terhadap pelayanan; 

2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka sehingga 
dapat dilihat melalui berbagai media; 

3. Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey 
kepuasan masyarakat. 

 
Target 

1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik (lebih cepat, lebih mudah, dan lebih 
murah) pada Pengadilan Negeri Namlea; 

2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan internasional 
pada Pengadilan Negeri Namlea; 

3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan 
publik oleh Pengadilan Negeri Namlea; 

 
E. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL 

Dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua 
sasaran, yaitu : 

1. Terwujudnya instansi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 
Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan 
menggunakan ukuran: 
a. Nilai persepsi korupsi (survey eksternal); dan  
b. Presentasi penyelesaian perkara; 

2. Terwujudnya peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat; 
Sasaran terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur 
melalui nilai persepsi kualitas pelayanan dengan melakukan survey eksternal; 
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